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2A.Beberapa Pemahaman Dasar Tentang Pembangunan
Ekonomi Suatu wilayah, khususnya kota Makassar.
1. Pembangunan ekonomi suatu wilayah secara umum
dapat dianggap sebagai usaha nyata yang disengaja
dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya
pemerintah melalui tahapan perencanaan yang
sistematis dengan menggunakan instrumen-instrumen
kebijakan ekonomi makro maupun mikro, guna
mencapai tujuan utama yakni peningkatkan kualitas dan
kesejahteraan hidup ekonomi masyarakatnya
berdasarkan kondisi, kebutuhan, tantangan dan peluang
yang ada.
2. Dengan demikian, untuk keberhasilan kegiatan
pembangunan ekonomi, maka dibutuhkan beberapa
prasyarat mendasar yang harus diperhitungkan ada dan
akan dapat dilaksanakan. Diantaranya, jelasnya pelaku
ekonomi yang akan terlibat secara bersinergi. Kemudian,
jelasnya keinginan yang mau dicapai, oleh para pelaku
pembangunan dalam bentuk visi, misi dan program-
program kerja yang menyertakan mereka berperan
sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Selanjutnya,
adanya lembaga-lembaga ekonomi yang dapat menjadi
wadah untuk melaksanakan kebijakan dan instrumen
pembangunan yang sudah disepakati untuk
dilaksanakan. Serta dapatnya diukur dan
dipertanggungjawabkan hasil-hasil pembangunan
ekonomi yang dicapai, baik dalam ukuran waktu jangka
pendek, menengah dan panjang.
3. Dalam tataran praktis, tentu saja pemikiran ideal tersebut
bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, mengingat
begitu beragamnya perkembangan kondisi, masalah,
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Dalam kasus kota Makassar misalnya, tentu berbagai hal
tersebut jelas telah dialami dan terjadi sesuai pergantian
masa. Meskipun demikian, karena selalu adanya
keinginan untuk memenuhi kebutuhan perbaikan
terhadap kualitas hidup ekonomi masyarakat, sehingga
pekerjaan pembangunan ekonomi, misalnya kota
Makassar akan menjadi sesuatu yang terus menerus
harus dipelajari, dibenahi dan dilaksanakan mengikuti
perkembangan berbagai hal yang disebutkan. Dalam
kerangka fikir tersebut menjadi perlu untuk memahami
apa, bagaimana, dan untuk apa kegiatan
pembanguangan ekonomi akan terus dilakukan oleh
para pihak, terutama pemerintah kota Makassar hingga
tahun 2015 dalam rangka keinginan menjadikan kota
Makassar sebagai kota dunia.
B. Realitas, Tantangan, Masalah Dan Strategi
Pembangunan Ekonomi Kota Makassar Menjelang
2015 Untuk Menjadi Kota Dunia
1. Dalam lima tahun terakhir, kegiatan pembangunan kota
Makassar telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup baik,
diukur dari beberapa capaian indikator makro ekonominya.
Seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil,
adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat
secara signifikan, perubahan harga yang stabilitas, kegiatan
investasi dan konsumsi masyarakat yang meningkat,
semakin terbukanya jaringan-jaringan ekonomi dengan
pihak partner luar (lokal, regional dan internasional). Tapi
meskipun demikian, tentu tidak dapat dipungkiri pula
masih adanya beberapa indikator ekonomi lain yang masih
perlu mendapat perhatian serius untuk ditangani
pmerintah kota (pemkot) terutama dalam kaitannya
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kualitas pembangunan ekonomi masyarakat, seperti
dicerminkan oleh masih sulitnya mengurangi jumlah orang
miskin dan pengangguran.
2. Berbagai hasil yang diungkapkan di atas, itu dimungkinkan
karena beberapa hal. Dari sisi pandangan positif,
diantaranya, disebabkan karena tampaknya semakin jelas
dan dimengertinya visi-misi pembangunan ekonomi
pemerintah kota, oleh sebagaian besar pelaku ekonomi
utama, seperti pengusaha, perbankan, masyarakat dan
pihak partner luar. Sehingga para pelaku ekonomi tersebut
dapat terlibat secara optimal untuk melaksanakan
program-program pembangunan ekonomi pemkot.
Proaktifnya pemkot melakukan relasi-relasi politik dan
bisnis secara formal atau tidak formal dengan pelaku
politik atau ekonomi dalam kaitannya untuk memperoleh
peluang-peluang pendanaan investasi infrastruktur dan
investasi swasta murni dengan tujuan untuk memajukan
kota maupun dalam rangka memperoleh keuntungan-
keuntungan komersial. Kemudian, cukup kondunsifnya
situasi sosial dan politik masyarakat di wilayah kota
khususnya. Meskipun demikian dari sisi pihak yang
berpandangan kritis, masih selalu menganggap bahwa
pemkot mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan yang
melekat, sehingga harus dibenahi secara struktural jika
menginginkan adanya perbaikan kualitas kebijakan
ekonomi yang akan ditempuh. Seperti diantaranya,
dianggap bahwa masih banyak program-program
pembangunan ekonomi pemkot yang dilaksanakan bersifat
kurang terencana baik, karena bersifat pragmatis yang
kurang memperhitungkan kepentingan-kepentingan pihak-
pihak tertenu, bahkan dianggap bersifat memaksakan.
Sehingga menimbulkan distorsi-distorsi yang jika dibiarkan,
akan menjadi masalah yang rumit diselesaikan dalam
kepentingan jangka panjang.
53. Dalam tataran pemikiran ideal, tentu saja berbagai
persepsi para pihak yang berbeda pndapat tentu ada
benarnya, namun hendaknya jangan menjadi batu
sandungan bagi semua pelaku terutama pemkot untuk
berbuat yang terbaik dengan cara selalu ingin dan
berusaha menemukan pendekatan, strategi atau cara-cara
terbaik dalam melaksanakan pembangunan ekonomi,
sesuai yang diharapkan masyarakat. Tampaknya menjadi
menarik untuk memperhatikan tinjauan pihak luar
terhadap kondisi atau keadaan pembangunan ekonomi
kota Makassar yang sebenarnya, karena dapat dianggap
cukup proporsional dalam menilai kondisi atau posisi yang
dialami perekonomian kota Makassar, karena beberapa
hasil temuan ilmiah atau lapangan mereka mungkin tidak
didasarkan pada emosi kepentingan sepihak. Sehingga
mungkin dari hasil telaahan pihak-pihak luar tersebut
dapat menjadi acuan para pihak untuk memahami kondisi
atau keadaan yang sebenarnya dalam membangun
perekonomian kota Makassar ke depan yang lebih baik.
4. Beberapa hasil telaahan lapangan atau ilmiah pihak luar
tentang kondisi dan perkembangan perekonomian kota
Makassar dalam kurun waktu terakhir ini dapat dicatat
diantaranya berikut ini. Hal yang cukup membanggakan,
jika kita memperhatikan telaahan yang dilakukan oleh
majalah SWAsembada, periode Juni 2007, yang
menempatkan posisi kota Makassar di urutan 8 dari 25
kota lainnya dalam hal “Indonesian city branding index”,
dengan memperhitungkan aspek “spatial socio-economy
performace index”, meliputi data-data PDRB perkapita,
pengeluaran perkapita, IHK, AHH, AMH dan RLS, serta
aspek “marketing performance index”, yang mencakup
data-data marketing service index, investment&tourism
index dan coomunication index.
Kemudian, dari kajian yang dilakukan majalah Warta
Ekonomi periode 15 Oktober 2007, dalam laporan
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tahun 2007, ditemukan bahwa kota Makassar menempati
peringkat 34 dari 50 sebagai kota terkaya di Indonesia
pada tahun 2007, dimana pada periode sebelumnya
berada di peringkat 26, yang diukur dari total
pendapatannya dari DAU, Bagi hasil migas, DAK, PBB dan
PBHTB, serta PAD. Dalam hal ini berarti posisi sebagai 50
kota terkaya di indonesia, kota Makassar mengalami
penurunan peringkat pada tahun 2007 lalu. Kemudian, dari
sisi liputan tentang daya tarik investasi, rupanya kota
Makassar menempati rangking 11 dari 21 daerah yang
dianggap paling menarik untuk berinvestasi pada tahun
2006 lalu. Kemudian hal yang cukup memperhatinkan, jika
memperhatikan hasil temuan majalah SWAsembada
periode Juni 2007 tentang kualitas pelayanan publik di kota
Makassar,  yang disebut “Indonesia city public service”
yang menempati peringkat tearkhir dari 16 kota sampel,
dengan nilai 61,61, sedangkan Gorontalo memperoleh
peringkat pertama dengan nilai 82.05. Dimana pengukuran
peringkat pelayanan tersebut didasarkan pada 15 kategori
pelayanan publik.
5. Berdasarkan berbagai macam informasi tersebut di atas
tentang kondisi aktual kota Makassar dalam waktu terakhir
ini, maka mungkin kita sudah dapat melakukan telaahan
kasar tentang sejauhmana kesiapan dan kemampuan kota
Makassar ini untuk menjadi kota dunia di tahun 2015.
Sehubungan dengan itu, maka hal pertama yang perlu
dilakukan adalah perlunya menyusun pertanyaan-
pertanyaan sebagai pedoman untuk dicari jawabannya. Hal
yang perlu dipertanyakan, diantaranya adalah apa tujuan
dari keinginan menjadikan kota ini menjadi kota dunia,
kemudian strategi, mekanisme dan instrumen apa yang
dapat dipersiapkan dan dilakukan untuk merealisasikan
tujuan tersebut, serta apakah keinginan dan kebijakan
pembangunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan
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Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka
selanjutnya selayaknya akan dapat dikemukakan hipotesa-
hipotesa jawaban yang bisa dijadikan pedoman oleh para
pelaku, utamanya pemkot dalam mempersiapkan langkah-
langkah yang akan dilakukan.
6. Menjadikan kota Makassar sebagai kota dunia di tahun
2015, idealnya jelas hal itu harus dikaitkan dengan tujuan
utama pembangunan ekonomi masyarakat Makassar yakni
untuk semakin meningkatnya kesejahteraan dan kualitas
ekonomi masyarakat kota Makassar. Persoalannya, usaha
untuk merealisasikannya, diperlukan prasyarat-prasyarat
yang harus diselesaikan, dimana hal itu tidak mudah
dilakukan, terutama jika tidak dipersiapkan dengan baik.
Tampaknya pemkot Makassar, menganggap issu
“peningkatan daya saing daerah” menjadi kata kunci atau
payung keinginan yang akan dijakadikan prime mover
semangat untuk merealisasikan tujuan menjadikan kota
makassar sebagai kota dunia pada tahun 2015.
Sebenarnya, pemikiran pragmatis serupa ini dalam tataran
konsep pembangunan ekonomi jelas sangat terbatas,
karena seharusnya perlu memahami dan
memperhitungkan prasyarat lainnya.
7. Seandainya jika hanya mengikuti alur fikir keinginan
pemkot Makassar bahwa peningkatan daya saing kota
makassar akan menjadi dasar filosofis dari strategi
kebijakan pembangunan ekonomi yang akan dilaksanakan
untuk mencapai tujuan kota Makassar sebagai kota dunia
di tahun 2015, maka secara singkat berikut ini dapat
dikemukanan beberapa konsep dan parktik yang dapat
dijadikan pedoman untuk dilasanakan oleh pemkot
Makassar khususnya dan umumnya pelaku ekonomi
lainnya. Kemauan meningkatkan daya saing ekonomi kota
Makassar mengindikasikan bahwa beberapa kondisi atau
faktor-faktor penentu akan distimulasi, direvitalisasi,
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nantinya kota Makassar mempunyai nilai stratagis yang
lebih baik atau menguntungkan dibandingkan dengan
daerah lainnya, sehingga apa yang diinginkan akan
tercapai. Untuk kepentingan tersebut, maka jelas
diperlukan beberapa hal yang harus dipersiapkan,
direncanakan dan dilaksanakan secara berencana,
kontinyu, sistematis dan efektif.
8.Hal utama yang harus dibenahi adalah terlebih dahulu
harus memperbaiki pola hubungan antara lembaga politik
yang sering berseteru, yaitu pihak eksekutif sebagai
penyusun adalah eksekutor kebijakan pembangunan
ekonomi dengan pihak legislatif sebagai pihak yang
menyetujui arah dan kebijakan pembangunan ekonomi
pemkot. Barulah setelah ada kesepakatan yang bersinergi,
maka eksekutif sudah dapat mempersiapkan kebijaksanaan
ekonominya dengan baik, dengan menyertakan para stake
holder lainnya. Dalam kaitan itu, maka organisasi
pemerintahan umumnya, semakin dituntut melakukan
pembaharuan diberbagai bidang tanggungjawabnya, baik
karena karena tuntutan stake holder yang semakin
kompleks, maupun karena keterbatas-keterbatasan yang
dihadapi pemerintah. Untuk itu maka berarti faktor
”inovasi manajemen pemerintahan” sudah menjadi
keharusan yang mesti dilakukan pemerintah, agar
keberadaannya bermakna di mata rakyat (Van Vierlo,
1996). Inovasi tersebut tidak hanya penting untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah, tetapi
juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah
menjalankan fungsi pemerintahannya secara utuh, sebagai
regulator, stabilisator dan distribtor kesejahteraan
(Osborne and Gaebler, 1992; Morris and Jones, 1999).
Drucker (1994) secara khusus menerangkan bahwa faktor
inovasi itu adalah : the specific tool of entrepreneurs that is
utilised to exploit change as an opportunity for a different
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mengamati bahwa inovasi pada organisasi pemerintahan
sering dihambat oleh tiga faktor. Pertama, ketergantungan
pada anggaran pusat; kedua, visi dan misi pembangunan
dari pemerintahan yang selalu ingin menjamin terjadinya
alokasi sumber daya yang adil, jadi bukan memberi
pelayanan menurut kehendak pasar; dan ketiga, tujuan
utama manajemen pemerintahan adalah melakukan
sesuatu dengan baik menurut standard moral yang
berlaku, jadi bukan melakukan prioritasisasi tujuan sesuai
dengan skala ekonomi yang diinginkan. Untuk itu, Drucker
(1994) menganggap, bahwa penanggungjawab
pemerintahan hendaknya selalu belajar kepada para
innovator dalam mengatasi setiap masalahnya. Untuk
mampu berinovasi, maka pemerintah harus melihat
perubahan-perubahan yang sedang berlangsung di
berbagai bidang, sosial, teknologi, demografi dan terutama
ekonomi, dimana seharusnya dianggap bahwa setiap
perubahan senantiasa membuka peluang baru. Drucker
menegaskan bahwa untuk itu maka organisasi
pemerintahan perlu melakukan inovasi melalui penerapan
prinsip-prinsip manajemen wirausaha. Diakuinya bahwa
membangun manajemen wirausaha dalam organisasi
pemerintahan adalah tugas politik paling berat dan
menantang, namun jika berhasil, manfaat baiknya akan
dirasakan setiap stake holders pembangunan.
9. Suatu pendekatan strategi pembangunan ekonomi yang
dapat dilaksanakan pemerintah yang sesuai dengan norma
inovasi tersebut jelas harus berbasis manajemen
wirausaha yang harus ”fokus” sasarannya. Dalam banyak
kasus strategi ini dianggap lebih cepat memberi dampak,
dibanding strategi yang bersifat broad spectrum (model
super market). Suatu aliran pemikiran manajemen
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wirausaha yang sejalan dengan pendekatan tersebut,
dimana dinilai orang sudah kuno, namun untuk In
10.donesia jelas masih relevan, yakni pemikiran School of
commodity. Pemikiran ini menerangkan bahwa suatu
wilayah akan berkembang bila memiliki sektor unggulan
yang mampu dijadikan penghela ekonomi daerah, dimana
sektor unggulan itulah nantinya yang akan memacu
perkembangan suatu wilayah. Pemikiran ini berarti sejalan
dengan konsep Porter tentang “Competitive Advantage”.
Sederhananya, Porter menerangkan bahwa ada empat
faktor saling kait mengait yang menentukan keunggulan
suatu wilayah yang perlu ketahui dan dikelola pemerintah
yang inovatif, yakni faktor : Firms strategy, Structure and
Rivalry; Related and Supporting Industries; dan Demand
Conditions.
11. Dalam tataran praktis, agar supaya hal trsebut dapat
tercapai, maka pemimpin pemerintahah harus mempunyai
jiwa leadership yang mampu memanfaatkan kerangka
berfikir wirausahawan atau entrepreneur. Gubernur
Gorontalo Fadel Muhammad telah mengemukakan bahwa
pemimpin pemerintahan yang demikian dituntut untuk
melaksanakan kebijakan pembangunan
ekonominya yang didasarkan pada lima pilar atau syarat,
yakni : 1). Openness, yaitu pemerintah perlu bersikap
terbuka kepada warganya, dengan memungkinkan mereka
mengetahui apa yang sedang, akan dan sudah dilakukan
pemerintah. 2). Participative, yaitu pemerintah melibatkan
rakyatnya melaksanakan program-program pembangunan
yang dibutuhkan masyarakat, terutama memperhatikan
masukan untuk penyusunan kebijaksanaan. 3)
Acceptability, yaitu pemerintah dapat diterima semua
warganya, dengan menghadirkan pelayanan satu untuk
semua tanpa memperhatikan kemajemukan rakyat,
melalui pendekatan Customer driven. 4) Effectiveness,
yakni pemerintah mampu memberikan pelayanan publik
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yang efektif, sesuai kebutuhan dan mampu memecahkan
persoalan yang dihadapi rakyatnya. Serta 5). Coherence,
yaitu, pemerintah tidak keluar dari garis kebijaksanaan
yang telah dirumuskannya.
12.Baru setelah persyaratan kepemimpin pemerintahan yang
inovatif tersebut dapat dimengerti dan dipraktekkan, maka
akan dapatlah dilakukan dengan mudah serangkain
tindakan yang secara langsung dapat meningkatkan
kapasitas kota Makassar misalnya, menjadi wilayah yang
mempunyai daya saing pembangunan ekonomi yang tinggi.
Diantara hal yang penting dibenahi secara berencana dan
berkesinambungan, misalnya dalam kaitan dengan
masalah-masalah internal perkotaan adalah seperti
mengembangkan potensi ekonomi lokal sesuai dengan
wilayah dan sektor yang diunggulkan, terutama dalam
kaitannya dengan pelaku-pelaku ekonomi informal yang
dominan; membangun dan memfasilitasi terciptanya
sinergitas hubungan dengan para pelaku ekonomi utama,
yang berasal dari berbagai wilayah, yaitu pengusaha dan
perbankan; merancang adanya kerjasama antar wilayah
dan antar pelaku dalam prinsip-prinsip bisnis “value chain”;
mengelola sumber-sumber dana pembangunan yang
terbatas untuk mendanai sektor-sektor prioritas
pembangunan yang berbasis produktifitas; memperbaiki
kondisi lingkungan berusaha agar kondunsif; serta
menfasilitasi dan mengusahakan lahirnya semangat atau
lembaga yang dapat membantu terlaksananya kegiatan
CSR secara  bertanggungjawab, sesuai dengan arah
kebijakan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable
development).
13.Akhirnya, sekiranya berbagai penjelasan tersebut dapat
direalisasikan, maka perihal membangun ketahanan dan
daya saing ekonomi kota Makassar akan terwujud.
Sehingga tujuan untuk menjadikan kota Makassar menjadi
kota dunia pada tahun 2005 akan tercapai. Semoga.
